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BAB III 

SISTEM PEMBAYARAN TRANSAKSI 

E-COMMERCE (E-PAYMENT) DAN 

PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 

A. Sistem Pembayaran Transaksi E-Commerce 

1.Pengertian Sistem Pembayaran.  

Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai 

pemindahan sejumlah uang dari si pembayaran ke penerima. 

Pengertian pembayaran menurut UU No. 23 tahun 1999  

tentang Bank Indonesia (BI) pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa
1
: 

“pembayaran menyangkut seperangkat aturan, lembaga 

dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan 

dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu 

kegiatan ekonomi”. 

Sistem pembayaran menurut Pohan, adalah “suatu sistem 

yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoprasian dan 

mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, 

pengesahan, dan penerimaan intruksi pembayaran, serta 

pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui 

pertukaran ’nilai’ antar perorangan, bank dan lembaga lainnya 

baik domestik maupun antarnegara”.
2
 

                                                             
1
 Undang-Undang RI No.23 Tahun 1999 tentang  Bank Indonesia, h. 

3 
2
 Dewi Handayani Munte, Analisis Pengaruh Sistem pembayaran Non 

Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Skripsi, Medan, 2017, h. 

10. 
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Sistem pembayaran adalah instrumen sistem dan peraturan 

dimana sebuah lembaga mempertemukan pihak yang 

membayar dan menerima pembayaran.dalam tataran ini, 

lembaga perbankan yang mempunyai fungsi intermediari, yaitu 

sebagai salah satu lembaga yang dapat mempertemukan pihak 

yang membayar dan menerima pembayaran dalam sistem 

pembayaran tersebut. Hal ini tidak terlepas dari peran lembaga 

perbankan dari sudut pandang yuridis, sebagai pihak yang dapat 

secara langsung memfasilitasi transfer dana antar pihak. Saat 

ini, sistem pembayaran mengalami perluasan, tidak saja dalam 

lingkup nasional, tetapi sistem pembayaran itu sendiri  sudah 

melewati batas-batas negara.
3
 

Pembayaran bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, 

yang terjadi secara spontan tanpa ada kaitannya dengan 

transaksi lain, sebab setiap pembayaran merupakan realisasi 

dari suatu transaksi ekonomi. Pembayaran dapat dilakukan 

secara tradisional sederhana yang tidak memerlukan jasa bank, 

atau suatu proses yang cukup rumit, dimana lembaga perbankan 

mempunyai peran yang sangat penting dan memerlukan jasa-

jasa perantara karena tanpa jasa perantara tidak dapat terlaksana 

dengan aman dan efisien.  

 

 

                                                             
3
 Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2005), h. 55-56 
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2. Pengertian Pembayaran  Transaksi  E-Commerce  (E-

Payment) 

Kini melakukan transaksi secara jual beli atau E-Commerce 

ternyata tak hanya mengandalkan fasilitas transfer dana yang 

disediakan oleh bank saja. Akan tetapi, proses transaksi yang 

lebih aman dapat menggunakan metode yang lainnya yang 

dikenal dengan sebutan E-Payment.  

E-Payment muncul disaat e-commerce sedang pesat-

pesatnya. Perkembangan yang pesat saat e-commerce terjadi 

membuat beberapa kalangan  juga ikut untuk mengembangkan 

suatu produk baru yang mampu membantu kelancaran 

bertransaksi. 

E-Payment adalah sistem pembayaran yang menggunakan 

fasilitas internet sebagai sarana perantara. Saat ini banyak start 

up yang memfasilitasi pihak penjual dan pembeli dengan 

memberikan jaminan keamanan transaksi e-commerce.
4
 Untuk 

menjamin keamanan transaksi tersebut, start up yang menjadi 

perantara akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga 

perbankan untuk mulai memfasilitasi E-Payment secara aman, 

cepat dan praktis.  

Definisi lainnya menurut pakar Teknologi Informasi dan 

Marketing Digital yang dikemukakan oleh Turban,E., dan King, 

D., E-payment adalah mekanisme pembayaran yang dilakukan 

melalui internet untuk transaksi pembelian barang dan jasa oleh 

                                                             
4
 Adi Sulistyo Nugroho, E-Commerce Teori dan Implementasi, 

(Yogyakarta: Ekuilibria,2016), h. 41. 
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costumer. Dalam pelaksanaannya, E-Payment melibatkan 

beberapa pihak yaitu:  

1. Issuer, bank atau institusi nonbank yang menerbitkan 

instrument e-payment yang akan digunakan dalam 

proses jual beli online.  

2. Costomer  (konsumen), pihak yang melakukan 

pembayaran secara online atas barang atau jasa yang 

dibelinya.  

3. Merchant (penjual), pihak yang menerima peembayaran 

secara online atas  barang atau jasa yang dijualnya.  

4. Regulator, biasanya adalah pihak pemerintah yang 

membuat aturan mengenai peraturan proses E-Payment.
 

5
  

5. Acquirer adalah suatu institusi ekonomi yang membuat 

rekening bagi merchant dan melakukan proses otorisasi 

kartu pembayaran yang diterima oleh merchant dari 

pembeli. 

6. Payment gateway adalah suatu perangkat yang 

dioperasikan oleh acquirer untuk memproses pesan 

pembayaran termasuk instruksi pembayaran dari 

cardholder.
6
  

Pembayaran elektronik disebut juga E-Payment adalah 

pembayaran yang dilaksanakan secara elektronik. Didalam 

                                                             
5
 Adi Sulistyo Nugroho, E-Commerce Teori dan Implementasi, … ,   

h. 42.  
6 Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, … , h. 65.  
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pembayaran elektronik uang disimpan, diproses dan diterima 

dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya di 

inisilisasi melalui alat pembayaran elektronik.
7
 

Jadi, E-Payment secara umum didefinisikan sebagai alat 

pembayaran pengganti uang tunai yang hanya bisa digunakan 

dengan media elektronik sebagai alat serah-terima uang di 

antara penjual dan pembeli layaknya di pasar konvensial dalam 

dunia jual beli online yang merupakan paradigma dari e-

commerce. 

3. Manfaat pembayaran E-Commerce (E-Payment) 

Dengan menggunakan fasilitas E-Payment, pihak penjual 

dan pihak pembeli akan mendapatkan beragam manfaat, antara 

lain: 

a. Transaksi bersifat Universal. 

Sistem transaksi yang mudah dan dapat dilakukan 

secara universal selama masih berada dalam  satu  

wilayah negara.  

b. Keamanan transaksi lebih terjaga. 

Keamanan transaksi lebih terjaga dibandingkan dengan 

melakukan transaksi secara cash atau secara transfer 

rekening pribadi.  

c. Penggunaan waktu dan tenaga menjadi lebih simple dan 

efesien. 

                                                             
7
 Deni Trihasta dan Julia Fajarryanti, E-Payment Sistem, 

(Depok:Auditerium Universitas Gunadarma,2008), h. 616.  
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Dengan adanya e-payment pembayaran sebuah produk 

dapat dilakukan secara online. Hal tersebut tentu akan 

meningkatkan efesiensi waktu. 

d.  Fleksibel, karena sistemnya yang secara online, e-

payment dapat dilakukan diamanapun dan kapanpun.
 8
   

4. Sistem pembayaran E-Commerce (E-Payment) 

Ada beberapa macam sistem pembayaran yang bisa 

dikatagorikan sebagai E-Payment, yaitu:  

a. Micropayment 

Micropayment adalah salah satu alternatif pembayaran 

elektronik (uang elektronik) dengan mekanisme 

pembayaran melalui internet ataupun media lain, 

dilakukan untuk jumlah uang yang relatif kecil dan 

intensitas transaksi yang tinggi. Beberapa alasan 

penggunaan alat pembayaran dengan micropayment 

adalah sebagai berikut :  

1) Transaksi yang dilakukan lebih praktis dan fleksibel 

karena tidak membutuhkan pembayaran dengan cash.  

2) Transaksi dapat dilakukan dimana saja secara mobile.  

3) Efisiensi waktu transaksi.  

4) Banyak transaksi yang dapat dilakukan misal 

pembayaran berbagai macam tagihan rekening 

misalnya: telepon, internet, listrik, perbankan, dan 

lain-lain.  

                                                             
8
 Adi Sulistyo Nugroho, E-Commerce Teori dan Implementasi, … , h. 

42  
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Ada berbagai macam alat pembayaran dengan 

micropayment yaitu: Mobile Payment, Mobile Parking, 

Mobile Ticketing, Mobile Banking.
9
  

b. E-Wallet. 

 E-Wallet atau dompet elektronik adalah alternatif 

untuk semua metode pembayaran tradisional. E-Wallet 

memungkinkan pelanggan yang sudah terdaftar unuk 

melakukan pembayaran online dengan nyaman dan aman 

tanpa mengungkapkan data keuangan pribadi, dan bisa 

menerima atau mengirimkan uang hanya dengan 

menggunakan alamat email atau log-in dengan 

menggunakan nomor ponsel yang telah terdaftar.
10

 

 

c.  Credit Card/Smart Card.  

 Credit card atau kartu kredit adalah suatu jenis 

penyelesaian transaksi retail dengan sistem kredit.Penerbit 

kartu kredit meminjamkan pemegang kartu uang dari 

rekening pemegang kartu.
11

 

 Smart card atau kartu pintar adalah kartu elektronik 

yang menggunakan chip komputer sehingga dapat 

menyimpan data atau informasi lebih banyak 

                                                             
9
Adi Sulistyo Nugroho, E-Commerce Teori dan Implementasi, … ,   

h. 43. 
10

Adi Sulistyo Nugroho, E-Commerce Teori dan Implementasi, … ,   

h. 43.   
11

 Andy Shera, Step by Step Internet Marketing,(Jakarta:PT 

Gramedia, 2010), h. 144. 



51 

 

 
 

dibandingkan dengan kartu kredit biasa.  Kartu ini dapat 

digunakan untuk telepon panggilan, pembayaran tunai 

elektronik, dan berbagai macam keperluan lainnya sesuai 

fitur yang tertanam dalam microchip tersebut.
12

 

d. Debit Card  

 Debit card atau kartu debit adalah sebuah kartu  

pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh 

sebuah bank. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan 

nasabah di bank penerbit tersebut.
13

 

e. E-Cash/Digital Cash. 

 Uang elektronik atau uang digital adalah uang yang 

digunakan dalam transaksi internet dengan cara 

elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan 

jaringan komputer (seperti internet dan sistem 

penyimpanan harga digital). Uang elektronik mempunyai 

nilai tersimpan (stored-value) atau prabayar (prepaid) 

dimana sejumlah nilai uang tersimpan dalam media 

elektronis yang dimiliki oleh seseorang.
14

 

f. Cash on Delivery 

Bagi penggemar sistem online, pasti sudah akrab 

dengan sistem pembayaran  cash on delivery  atau COD. 

COD merupakan sistem dimana penjual dan pembeli 

                                                             
12

 Jonathan Sarwono dan Tutty Martadiredja, Teori E-Commerce: 

Kunci  Sukses Perdagangan di Internet,(Yogyakarta: Gava Media, 2008), h. 92 
13

 Andy Shera, Step by Step Internet Marketing, … ,h. 145.  
14

 Adi Sulistyo Nugroho, E-Commerce Teori dan Implementasi, … , 

h. 44.  
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terlibat secara langsung, bertemu, tawar menawar dan 

memeriksa kondisi barang baru kemudian transaksi. 

Secara teori jenis transaksi ini akan mengeliminasi esensi 

dari transaksi online yaitu kemudahan. Sistem ini sangat 

menguntungkan bagi pembeli karena menjamin 

barangnya sampai di tempat dengan aman.
15

   

B. Perlindungan Konsumen. 

1. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam. 

Perlindungan terhadap konsumen menjadi sangat penting 

dalam hukum Islam, karena Islam memandang perlindungan 

konsumen bukan kepentingan perdata semata, melainkan 

menyangkut kepentingan publik secara meluas, bahkan 

hubungan manusia dengan Allah SWT. Dalam Islam 

melindungi manusia dan juga masyarakat merupakan 

kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang 

yang tidak sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan. 

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam, 

praktis sama persis dengan sumber hukum Islam yang diakui 

oleh mayoritas ulama (Jumhur ulama), yaitu; Al-Qur’an, 

Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Al-Qur’an dan Sunnah dapat berdiri 

sendiri sebagai dalil hukum, sedangkan Ijma’ dan Qiyas tidak 

dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, karena proses Ijma’ 

                                                             
15 Adi Sulistyo Nugroho, E-Commerce Teori dan Implementasi, … , 

h. 107 
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dan Qiyas harus berdasarkan kepada dalil penyandaran dari 

Al-Qur’an dan Sunnah.
16

 

Muhammad dan Alimin, mendefinisikan konsumen dari 

pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan 

kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen dalam islam, 

yaitu konsumen adalah “setiap orang,  kelompok atau badan 

hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak 

yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk 

proses produksi selanjutnya”. 

Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada 

orang-perorangan saja, tapi juga mencakup suatu badan hukum 

seperti yayasan, perusahaan dan lembaga tertentu.
17

 Definisi 

ini sedikit bertentangan dengan definisi konsumen menurut 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan, 

bahwa konsumen hanyalah “setiap orang” dan tidak termasuk 

di dalamnya badan hukum atau perusahaan.
18

   

Kata”pemakai” yang dimaksud sesuai dengan substansi 

konsumen yang ada dalam Islam karena pemakai tidak hanya 

berasal dari sebuah transaksi tukar menukar,
 19

 namun banyak 

mencakup aspek lain seperti zakat, hibah, hadiah, sedekah, 

                                                             
16 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: 

PRENADAMEDIA,2013), h. 24.  
17 Muhammad dan Alimin, Etika Perlindungan Konsumen dalam 

Ekonomi Islam, (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 2004), h.129-130. 
18 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, … , h. 18. 
19 Muhammad dan Alimin, Etika Perlindungan Konsumen dalam 

Ekonomi Islam,  … , h.130 
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termasuk juga konsumen lingkungan. Dengan demikian 

penerimaan zakat, hibah, hadiah, sedekah, dan pengguna 

lingkungan termasuk dalam kategori konsumen yang harus 

dilindungi hukum.
20

 

Islam pada masa Rasulullah belum mengungkapkan 

peraturan perlindungan konsumen secara empiris, namun 

peraturan perlindungan konsumen yang diajarkan Rasulullah 

sangat mendasar sehingga peraturan tersebut menjadi cikal 

bakal produk hukum perlindungan hukum modern. Praktik 

perdagangan yang dilarang Rasulullah pada masa 

pemerintahan di Madinah antara lain: 

1. Talaqqi Rukban, ialah mencegah pedagang yang 

membawa barang dari tempat sebelum sampai pasar 

dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan 

konsumen atau produsen tentang harga barang. 

2. Gisyah, ialah menyembunyikan cacat barang yang dijual, 

bisa juga dengan mencampurkan produk cacat dengan 

produk yang berkualitas tinggi sehingga konsumen sulit 

untuk mengetahui cacatnya.  

3. Produk haram, ialah memperdagangkan barang-barang 

yang telah dilarang dan diharamkan dalam al-Qur’an dan 

Sunnah.  

4. Tathfif,  ialah mengurangi timbangan dan takaran. 

                                                             
20 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen,  … , h. 19. 
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5. Riba ialah pengambilan tambahan dalam jual beli yang 

berlangsung secara dzalim.  

6. Perdagangan najasy, ialah dimana seseorang perpura-pura 

sebagai pembeli dan menawar dengan harga tinggi 

disertai pujian.
21

  

Ketentuan larangan-larangan tersebut berorientasi pada 

perlindungan konsumen dan produsen, karena Islam 

menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran dan transparasi 

yang dilandasi dengan nilai keimanan dalam praktik 

perdagangan dan perahilan hak. 

Perdagangan yang adil dan jujur menurut al-Qur’an adalah 

perdagangan yang tidak mendzalimi dan tidak pula dizhalimi 

sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 

279 yaitu: 

لَا تُظۡلامُونا  …    ٢٧٩لَا تاظۡلمُِونا وا

“ … Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) 

dianiaya”. (QS. al-Baqarah [2]:279). 
22

 

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi 

memberikan indikasi bahwa dalam Islam terdapat aturan 

                                                             
21 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, … , h. 42-43. 
22

 Yayasan Penyelengara dan Penterjemah Al-Qur’an, Departemen 

Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, Cet. Ke-16,  (Jakarta, CV Darus 

Sunnah: 2015), h  48.  
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tentang perlindungan konsumen walaupun tidak secara 

langsung memakai istilah konsumen, bahwa antara pelaku 

usaha dan konsumen dilarang saling menzalimi dan/atau 

menganiaya. Hal ini terkait dengan penganiayaan hak-hak 

konsumen maupun hak-hak produsen.  

a.  Hak dan Kewajiban Para Pihak.  

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling 

bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu 

pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain,begitu pun 

sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi 

pihak lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam 

Hukum Islam. Dalam Hukum Islam, hak adalah 

kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, 

atau pada keduanya yang diakui oleh syara’. Berhadapan 

dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk 

menghormatinya. Namun demikian, secara umum 

pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan 

kewajiban adalah seauatu yang harus kita gunakan atau 

laksanakan.
23

  

Menurut Hukum Islam ada tujuh hak konsumen 

yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, 

yaitu:
24

 

                                                             
23 Gemala Dewi dkk., (ed) Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 

(Jakarta:Kencana, 2015), h. 64-65. 
24 Muhammad dan Alimin, Etika Perlindungan Konsumen dalam 

Ekonomi Islam,  … , h. 197-230.  
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1) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, 

adil, dan terhindar dari pemalsuan.  

2) Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar 

yang wajar. 

3) Hak untuk mendapakan keamanan produk dan 

lingkungan sehat. 

4) Hak untuk pemakaian alat ukur tidak tepat.  

5) Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian 

sengketa. 

6) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari 

penyalahgunaan keadaan. 

7) Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif 

dari suatu produk.  

Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan 

perdagangan dan perekonomian berorientasi pada 

perlindungan hak-hak pelaku usaha/produsen dan 

konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur 

keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai 

keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. 

Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan 

ruang bagi konsumen dan produsen untuk 

mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang 

dikenal dengan  istilah khiyar, yaitu hak yang diberikan 
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kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi untuk 

meneruskan atau membatalkannya. Di antaranya yaitu
25

: 

1) Khiyar majlis, adalah hak untuk memilih melanjutkan 

atau membatalkan transaksi bisnis selama masih 

berada dalam satu tempat (majlis). 

2) Khiyar syarath adalah hak untuk memilih melanjutkan 

atau membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan 

waktu yang disepakati atau syarat yeng telah 

ditetapkan bersama.  

3) Khiyar Aibi adalah hak untuk membatalkan atau 

melangsungkan jual beli kedua pihak yang berakad, 

apabila terdapat suatu cacat pada objek tersebut dan 

cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad 

berlangsung.
26

 

4) Khiyar tadlis, terjadi jika penjual mengelabui pembeli. 

Dalam hal ini pembeli memiliki hak Khiyar selama 

tiga hari. 

5) Khiyar ar-Ru’yah, terjadi bila pelaku usaha menjual 

barang dagangannya, sementara barang tersebut tidak 

ada dalam majelis jual beli.  

6) Khiyar Ta’yin, yaitu memberikan hak kepada pembeli 

untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah 

atau kumpulan barang yang dijual kendatipun barang 

                                                             
25 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, … , h. 58.  
26 Gemala Dewi dkk., (ed)  Hukum Perikatan Islam di Indonesia, … , 

h. 79-81 
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tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat 

menentukan barang yang dia kehendaki.
27

 

Sedangkan kewajiban merupakan salah satu kaidah dari 

hukum taklif  (orang yang menjadi keharusan yang 

terbebankan pada orang lain) yang berarti hukum yang 

bersifat membebani perbuatan mukallaf.
28

  Dalam Hukum 

Islam kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik, 

namun demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan 

penulis dapat menjelaskan sebagai berikut:
29

 

1) Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang 

dan/atau jasa; 

2) Mencari informasi dalam berbagai aspek dari  suatu  

barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;  

3) Membayar  sesuai dengan  harga atau  nilai  yang  telah  

disepakati  dan  dilandasi  rasa saling rela merelakan 

(taradhin), yang terealisasi dengan adanya ijab dan 

qabul (sighah); 

4) Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait 

dengan perlindungan konsumen. 

 

                                                             
27

 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, … , h. 60-62. 
28

 Gemala Dewi dkk., (ed)  Hukum Perikatan Islam di Indonesia, … , 

h. 75-76 
29

 Nurhalis, Perlindungan  Konsumen dalam Perspektif  Hukum   

Islam  dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Jurnal IUS,  Vol 3,  No. 9 

(Desember  2015), h. 532-533.  
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2. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Persepktif 

Undang-Undang No.8 Tahun 1999. 

a. Pengertian Perlindungan Konsumen. 

Pengertian perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 

1 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen Dijelaskan bahwa “Perlindungan 

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen”.
30

 

1) Pengertian Konsumen.  

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata 

cosumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument 

(Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu 

tergantung dalam posisi mana ia berada.  

Secara harfiah arti dari consumer itu adalah “(lawan 

dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang”. 

Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan 

termasuk kelompok konsumen mana pengguna tersebut.  

Begitu  pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi 

arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. 
31

 

Pengertian “konsumen” di Amerika Serikat dan MEE, 

kata  “konsumen” yang berasal dari consumer sebenarnya 

berarti “pemakai”. Namun, di Amerika Serikat kata ini 

                                                             
30

 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan  Teori dan 

Contoh Kasus, Cet ke-6, (Jakarta:Kencana, 2005), h. 203. 
31

 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:Diadit 

Media, ),  h. 21 
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dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakai 

produk yang cacat”.
32

 baik korban tersebut pembeli, 

bukan pembeli tetapi pemakai.  

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang No.8 

Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen dalam pasal 

1 ayat (2) yaitu: Konsumen adalah setiap orang pemakai 

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.
 33 

Meskipun undang-undang ini disebut Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen namun bukan berarti 

kepentingan pelaku usaha tidak itu menjadi perhatian, 

teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional 

banyak ditentukan oleh pelaku usaha.  

2) Pengertian Pelaku Usaha 

 Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 

1999 disebutkan bahwa:  

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekomoni. “Pelaku Usaha” yang 

                                                             
32

 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, cet 

ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) , h. 23. 
33

 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan  Teori dan 

Contoh Kasus, Cet ke-6, … , h. 203.  
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termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, 

korporasi, BUMN, koperasi, importir,  pedagang, 

distributor, dan lain-lain”. 

 

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas 

karena meliputi grosir,  pengecer, dan sebagainya.
34

 

Cakupan luasnya pelaku usaha dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen  tersebut memiliki persamaan 

dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa 

terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi 

sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (finished 

product); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; 

setiap orang menampakkan dirinya sebagai produsen, 

dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal 

tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk 

dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau 

bentuk distribusi lain dalam transaksi pedagangan; 

pemasok (supplier), dalam hal identitas dari produser atau 

importir, tidak dapat ditentukan.
35

 

Jadi, pelaku usaha adalah salah satu pihak yang 

berhubungan langsung dengan konsumen dalam transaksi 

jual beli maupun penyelenggaran suatu perjanjian.  

 

                                                             
34

 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung:Nusa 

Media, 2010), h. 37. 
35 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen , … , h. 38. 
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b. Hak dan kewajiban konsumen.  

Dalam sejarahnya, hak-hak konsumen, telah dicetuskan 

oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, yang 

disampaikan dalam kongres Gabungan negara-negara 

Bagian di Amerika Serikat, hak-hak tersebut meliputi:
36

 

1) Hak untuk mendapatkan  keamanan  (the right to 

safety) 

2) Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be 

informed) 

3) Hak untuk memilih (the right to choose) 

4) Hak untuk didengar (the right to be heard) 

Kemudian, hak-hak konsumen yang telah dicetuskan 

tersebut dimasukkan dalam program konsumen European 

Economic Community meliputi
37

: 

1) Hak perlindungan keamanan dan kesehatan. 

2) Hak perlindungan kepentingan ekonomi.  

3) Hak untuk memperoleh ganti rugi.  

4) Hak untuk penerangan. 

5) Hak untuk didengar.  

Di Indonesia, Hak-hak konsumen telah terkandung 

dalam (Pasal 4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen  

(UUPK) diantaranya
38

: 

                                                             
36

 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, … , h. 47-48. 
37 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, … , h. 49-50.  
38

 Undang-undang RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Bandung:Citra  Umbara, 2017), h. 5-6 
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a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam 

mengomsumsi barang dan/atau jasa. 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas 

barang dan/atau jasa yang digunakan. 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan 

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan 

konsumen. 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif. 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi 

dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa 

yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya. 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

Dari Sembilan butir hak konsumen yang diberikan di 

atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok 

dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya, 

untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam 

penggunaan akan aman, nyaman, maupun tidak 

membahayakan konsumen penggunanya, maka konsumen 

diberikan hak untuk memilih barang  dan/atau jasa yang 

dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi 

yang benar, jelas, jujur. Jika terdapat penyimpangan yang 
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merugikan konsumen berhak untuk didengar memperoleh 

advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil kompensasi 

sampai ganti rugi. 

Selain hak-hak konsumen, Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen  (UUPK) juga tentang kewajiban 

konsumen  (Pasal 5) diantaranya
39

: 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan 

produsen pemakai atau pemanfaatan barang dan/atau 

jasa, demi keamanan dan keselamatan.  

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian 

barang dan/atau jasa.  

c. Membayar nilai tukar yang disepakati. 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 

perlindungan konsumen secara patut. 

Dari kewajiban konsumen di atas, terlihat bahwa 

Membayar nilai tukar yang disepakati  adalah hal yang 

pokok dalam kewajiban konsumen. Ketentuan ini sudah jelas 

bahwa ada uang, ada barang. Dalam Itu dimaksudkan agar 

konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum 

atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.   

c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha. 

Dalam upaya menciptakan kenyamanan berusaha bagi 

para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak 

yang diberikan kepada konsumen, kepada para pihak pelaku 

                                                             
39

 Undang-undang RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, … ,  h. 6 
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usaha diberikan pula dalam UUPK (Pasal 6) sebagai 

berikut: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai 

dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari 

tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.  

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya 

didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 

d. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti 

secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak 

diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang lainnya.
 40

  

Hak Pelaku Usaha untuk menerima pembayaran sesuai 

dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak 

dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau 

jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang 

memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas 

barang dan/atau jasa yang sama.  

Selain hak-hak pelaku usaha, UUPK juga mengatur 

Kewajiban pelaku usaha (Pasal 7) antara lain
41

: 

a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.  

                                                             
40 Undang-undang RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, … , h. 6 
41 Undang-undang RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, … , h. 6-7 
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b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa 

serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan 

pemeliharaan.  

c. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar 

dan jujur serta tidak diskriminatif. 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan 

standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 

e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk 

menguji, dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan.  

f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau pergantian 

atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, atas 

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian 

bila barang dan/atau jasa yang diterima atau 

dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjiaan.  

 

Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam 

melakukan kegiatan usahanya merupakan salah satu asas 

yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang 

iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. 

Bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad 

baik”.
42

 Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan 

kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan 

beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa.  

                                                             
42 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, … , h. 342. 
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d. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha. 

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, 

selain dibebani dengan hak dan kewajiban, pelaku usaha 

juga dibebani undang-undang perlindungan konsumen 

untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan 

konsumen. Peraturan perbuatan yang dilarang dilakukan 

oleh pelaku usaha dalam mengedarkan dan 

memperdagangkan prouk barang dan/atau jasa dimaksud 

agar pelaku usaha tidak melakukan hak-hak yang diperoleh 

konumen, bahkan cenderung akan merugikan konsumen 

atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. 

Undang-undang No.8 Tahun 1999 Pasal 8 dan 9 tentang 

perlindungan konsumen telah mengaur mengenai perbuatan 

yang dilarang bagi pelaku usaha sebagai berikut
43

: 

Pasal 8 ayat 1 dalam undang-undang ini menyatakan 

bahwa: “pelaku usaha dilarang memperoduksi dan/atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: 

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, 

dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang 

dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. 

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan 

jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang 

sebenarnya.  

                                                             
43

Undang-undang RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, … , h.7-8.  



69 

 

 
 

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan 

atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, 

etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, 

proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan 

tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, 

etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang 

dan/atau jasa tersebut. 

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka 

waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas 

barang tersebut.  

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 

sebagaimana pernyataan "Halal" yang dicantumkan 

dalam label.  

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan 

barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi 

bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal 

pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku 

usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang 

menurut ketentuan harus di pasang/dibuat. 

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk 

penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 Pasal 8 ayat 2 undang-undang juga menegaskan 

bahwa: “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang 

yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa 

memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang 

dimaksud. 

 Pasal 8 ayat 3 undang-undang juga menegaskan 

bahwa: “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan 

farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan 
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tercermar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara 

lengkap dan benar.
44

 

 Barang-barang yang dimaksud ialah barang-barang 

yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. Larangan-larangan ini pada 

hakikatnya yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau 

jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang 

layak diedar.  

 Pasal 8 ayat 4 menyatakan bahwa: “Pelaku usaha 

yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 

dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut 

serta wajib menariknya dari peredaran”.
45

 

 Berdasarkan uraian diatas, apabila pelaku usaha 

melanggar perbuatan yang telah dilarang dalam 

mengedarkan atau memperdagangkannya, maka pelaku 

usaha harus bersedia untuk menarik sebagian atau seluruh 

barang dan/atau jasa yang diproduksinya dari peredaran 

pasar sebagai bentuk pemberian sanksi administratif  yang 

harus diterima oleh pelaku usaha.  

 

                                                             
44 Undang-undang RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, … , h.8-9 
45 Undang-undang RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, … , h.9. 
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e. Ketentuan Klausa Baku. 

Berbicara tentang klausula baku tidak dilepaskan dari 

pembicaraan tentang apa isi ”perjanjian” dan bagaimana 

kaitannya dengan hak-hak konsumen. Sebagai telah dibahas 

sebelumnya konsumen perlu mendapatkan informasi yang 

menyeluruh  tentang kondisi suatu barang/jasa.
46

 

Klausa baku maksudnya adalah setiap aturan dan 

ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan 

ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha 

yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian 

yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
47

 

klausula eksonerasi (exemption clause) dalam 

perjanjian adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu 

perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk 

memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya 

atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan 

melawan hukum.
48

  

Perjanjian baku dengan klausula eksonerasinya pada 

prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan 

merugikan konsumen, karena klausulanya tidak seimbang 

dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pengusaha 

lebih besar dibandingkan dengan dominasi konsumen, dan 

                                                             
46 Abdul Halim Berkatullah, Hak-Hak Konsumen , … , h. 53-54 
47

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di 

Indonesia, (Jakarta:Rajawali Press,2016),  h. 203 
48 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: PT 

Alumni, 2011), h. 47 
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konsumen hanya menerima perjanjian klausula baku 

tersebut begitu saja karena dorongan kepentingan dan 

kebutuhan.  

Perjanjian eksonerasi yang membebaskan tanggung 

jawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi 

karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang 

diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang 

masalah ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Ganti 

rugi tidak dijalankan apabila dalam persyaratan eksonerasi 

tercantum hal itu.
49

 

Hondius merumuskan perjanjian baku adalah konsep 

perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya 

dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian 

tidak terbatas yang sifatnya tertentu.
50

 

Berdasarkan aturan, perjanjian dibuat berdasarkan 

kesepakatan bersama antara produsen dan konsumen. 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perata (KUHPer). 

Pasal 1320 suatu perjanjian yang sah diperlukan empat 

syarat yaitu:  

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.  

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.  

c) Suatu hal tertentu. 

                                                             
49 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, … , h. 67 
50

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, …  , h. 47  
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d) Suatu sebab yang halal.
51

  

Dikatakan bersifat baku, karena baik perjanjian 

maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin 

dinegosiasikan atau ditawar oleh pihak lainnya (take it or 

leave it). Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam 

perjanjian ini, cenderung merugikan pihak yang kurang 

dominan tersebut. Jelas tidaklah mudah bagi pihak yang 

cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak 

adanya kesepakatan pada saat perjanjian tersebut dibuat, 

atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian.
52

  

                                                             
51 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, … , h. 339. 
52 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, … , h. 73. 
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